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LAPORAN KETUA PANJA
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RUU TENTANG KONSULTAN PAJAK
Tanggal, 16 Juli 2018 
----------------------------------------

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua

	Yth.
	Pimpinan dan para Anggota Badan Legislasi;

	Yth.
	Wakil Pengusul RUU tentang Konsultan Pajak;

	Hadirin yang berbahagia.


Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat menghadiri Rapat Badan Legislasi dalam keadaan sehat wal’afiat.
Selanjutnya perkenankan kami atas nama PANJA Harmonisasi RUU tentang Konsultan Pajak menyampaikan laporan hasil kerja PANJA dalam Rapat Pleno Badan Legislasi ini.
Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Pasal 105 huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, juncto Pasal 65 huruf c Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR RI (TATIB DPR), juncto Pasal 22 Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Badan Legislasi bertugas melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi, sebelum RUU tersebut disampaikan kepada Rapat Paripurna. 

Adapun tentang pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU Konsultan Pajak telah dibahas secara intensif dan mendalam dalam rapat Badan Legislasi pada tanggal 11 April, 6 Juni, 4 Juli, dan 11 Juli 2018.
Hal-hal pokok yang mengemuka dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU ini dan kemudian disepakati dalam Rapat PANJA bersama pengusul, secara garis besar adalah berkaitan dengan hal-hal  sebagai berikut:
1. Penyempurnaan rumusan konsideran menimbang dan mengingat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Penyempurnaan rumusan ketentuan umum Pasal 1 angka 1 tentang Konsultan Pajak, angka 8 tentang Jasa Perpajakan, dan penambahan definisi pada angka 3 tentang Perpajakan serta angka 9 tentang Jasa Konsultasi Perpajakan;
3. Rumusan Ketentuan Umum Pasal 1 tentang ketua umum organisasi konsultan pajak, ketua pengawas organisasi konsultan pajak, klien, izin praktek konsultan pajak, surat kuasa khusus, surat kuasa substitusi, dan surat penugasan dihapus;

4. Perubahan sistematika RUU secara menyeluruh disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Penambahan Pasal 2 tentang asas dan Pasal 3 tentang tujuan RUU; 

6. Penyempurnaan rumusan Pasal 4 mengenai persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Konsultan Pajak;
7. Penyempurnaan Pasal 5 bahwa pengangkatan Konsultan Pajak dilakukan oleh Organisasi Konsultan Pajak di hadapan pejabat pemerintah yang berwenang;
8. Penyempurnaan secara keseluruhan substansi serta sistematika pasal yang terdapat di dalam Bab V tentang Pendidikan Khusus Profesi, Ujian Profesi, dan Tingkatan Konsultan Pajak;

9. Penambahan Bab VII tentang Jasa Perpajakan dalam Pasal 14 dan Pasal 15;
10. Penambahan dalam Pasal 18 ayat (2) mengenai Konsultan Pajak yang dimintai keterangan oleh apparat penegak hukum profesinya;

11. Penyempurnaan secara keseluruhan substansi serta sistematika pasal yang terdapat di dalam Bab IX tentang Organisasi Konsultan Pajak;
12. Perbaikan rumusan Pasal 29 terkait pengawasan atas pelaksanaan serta penambahan pengaturan mengenai pembentukan majelis Kode Etik dan Standar Profesi Konsultan Pajak; dan
13. Penambahan pengaturan dalam Pasal 34 tentang Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Yth. Pimpinan, Anggota Badan Legislasi dan Wakil Pengusul;  
Terkait Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 29 RUU masih diperlukan persetujuan dalam Rapat Pleno Badan Legislasi karena belum disepakati dalam Rapat Panja. Berdasarkan teknis perumusan dan substansi RUU, PANJA berpendapat bahwa RUU tentang Konsultan Pajak dapat diajukan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI, namun demikian PANJA menyerahkan keputusan kepada Pleno, apakah rumusan RUU hasil harmonisasi yang telah dihasilkan oleh PANJA dapat diterima. 
Sebelum kami mengakhiri laporan ini, melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada para Anggota PANJA, Wakil Pengusul RUU, sekretariat, dan tenaga ahli yang telah bekerja secara maksimal untuk melakukan harmonisasi RUU tentang Konsultan Pajak.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 16 Juli 2018
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